PENGADILAN NEGERI KUTACANE
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SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE
NOMOR : W1.U16/447/KP.04.5/02 /2021

TENTANG

KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN BERSTANDAR
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI KUTACANE

Membaca

Menimbang :

Mengingat

KETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:
1672/DJU/SK/KP04.5/11/2020, Tanggal 23 November 2020
Tentang Promosi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri
di Lingkungan Peradilan Umum, Nomor Urut 167 a.n PITRIADI,
8.H, M.H Sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kutacane dan Nomor
Urut 297 a.n AGUNG IRIAWAN, S.H, M.H Sebagai Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Kutacane

a. Bahwa dalam rangka suksesnya Akreditasi Penjaminan Mutu di
Pengadilan Negeri, maka sesuai dengan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 1639/DJUSK/OTO.1/2015 telah
dibentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan
Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
di seluruh Indonesia;

b. Bahwa Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk
mewujudkan Performa/Kineija Peradilan Indonesia yang
unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent - ICPE);

¢c. Bahwa untuk dapat meraih predikat Peradilan Indonesia yang
unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent - ICPE),
maka perlu adanya komitmen bersama dari seluruh jajaran
Pengadilan Negeri Kutacane guna menyamakan gerak dan
langkah demi terwujudnya Pengadilan yang berstandar Akreditasi
Penjaminan Mutu;

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009;

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

S. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung R1 Nomor 03 Tahun 2010
tentang Penerimaan Tamu;



7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-114/KMA/
SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1639/DJU /SK/
OTO.1/ 2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUTACANE
TENTANG KOMITMEN BERSAMA DALAM RANGKA PEMBERIAN
LAYANAN BERSTANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI KUTACANE;

Kesatu :  Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane,
Tanggal 5 Januari 2021 Nomor: W1.U16/98/KP.04.5/01/2021
Tentang Komitmen Bersama Dalam Rangka Pemberian Layanan
Berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri
Kutacane,;

Kedua :  Komitmen bersama warga Pengadilan Negeri Kutacane guna
menyamakan gerak dan langkah demi terwujudnya Pengadilan
yang berstandar Akreditasi Penjaminan Mutu, sebagaimana
terlampir dalam Penetapan ini;

Ketiga ¢ Keputusanini diberikan kepada yang berkepentinga untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Keempat :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari tenyata terdapat kekeliruan dalam
putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane
Nomor : W1.U16/447 /KP.04.5/02/2021
Tanggal : 10 Februari 2021

KOMITMEN BERSAMA PENGADILAN NEGERI KUTACANE
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PENGADILAN NEGERI KUTACANE SIAP MELAKSANAKAN
PELAYANAN YANG BERSTANDAR AKREDITASI SECARA
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS DEMI TERWUJUDNYA
BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG
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